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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI SULAWESI SELATAN

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka menciptakan tertib pengelolaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) khususnya dalam hal pengenaan tarif
PKB dan pemberian insentif PKB dan BBNKB untuk
Kendaraan Bermotor Umum, perlu membentuk Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pemberian Insentif Pajak untuk Kendaraan Bermotor
Umum di Sulawesi Selatan;

1. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); 5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);
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KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Insentif Pajak
untuk Kendaraan Bermotor Umum di Sulawesi Selatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

a. Kendaraan Bermotor @Umum  Angkutan Orang/
Penumpang;

b. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang Umum;

c. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang Khusus.

Kendaraan Bermotor Umum yang berhak untuk

mendapatkan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) adalah:

a. milik Perusahaan Angkutan Umum yang dibuktikan
dengan akta notaris pendirian perusahaan,;

b. memiliki:

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
atau Izin Trayek untuk Angkutan Umum Orang
Dalam Trayek tertentu;

2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek atau Izin Operasi untuk angkutan pariwisata,
taksi, dan angkutan umum dalam kawasan tertentu
atau tujuan tertentu;
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3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk
Barang Khusus;
4. Izin Usaha Angkutan Umum untuk Angkutan Barang
Umum.
c. memiliki Buku Uji Kendaraan (Keur) yang masih berlaku;
d. memiliki Kartu Pengawasan/Kartu Pengendalian yang
masih berlaku,;
e. kendaraan sesuai Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT)
Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor Umum Angkutan
Barang.

Kendaraan Bermotor Umum yang berhak mendapatkan

insentif pajak, yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk

Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang dan 50% (lima

puluh persen) untuk Kendaraan Bermotor Umum Angkutan

Barang Khusus harus memiliki:

a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau
Izin Trayek untuk Angkutan Orang Dalam Trayek
tertentu;

b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek atau Izin Operasi untuk angkutan pariwisata,
taksi, dan angkutan umum dalam kawasan tertentu atau
tujuan tertentu;

c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk
Angkutan Barang Khusus.

Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang Umum tidak
mendapat insentif PKB dan BBNKB karena tidak memiliki
Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum, namun dapat
diberikan tarif PKB 1% (satu persen) apabila memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
huruf a, huruf b angka 4, huruf ¢, huruf d dan huruf e.

Kendaraan Bermotor Umum Baru yang mendapatkan Insentif

BBNKB dan PKB adalah:

a. milik Perusahaan Angkutan Umum yang dibuktikan
dengan akta notaris pendirian perusahaan;

b. memiliki persetujuan prinsip menjadi Kendaraan
Bermotor Umum dari Kementerian Perhubungan
terhadap:

1. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Dalam
Trayek Antar Provinsi,

2. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek untuk angkutan pariwisata; dan

3. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang
Khusus;
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memiliki Rekomendasi persetujuan menjadi Kendaraan

Bermotor Umum Angkutan Orang/Penumpang dari Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan terhadap:

1. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Dalam
Trayek antar Kabupaten/Kota dan dalam
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan;

2. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek di Sulawesi Selatan (tidak termasuk
Kendaraan Bermotor Angkutan Pariwisata).

Kendaraan sesuai Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT)

Kendaraan.

Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk Badan
Hukum Indonesia, yaitu BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas
atau Koperasi.

Keabsahan dokumen administrasi yang dipersyaratkan harus
sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

a.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau
Izin Trayek untuk Angkutan Antar Provinsi dikeluarkan
oleh Kementerian Perhubungan;

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek atau
Izin Trayek untuk Angkutan Antar Kabupaten/Kota
dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dikeluarkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan;

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek atau
Izin Trayek untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan
Pedesaan Dalam Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah lain
yang menangani;

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek untuk Angkutan Taksi yang wilayah operasinya
antar provinsi, Angkutan dengan tujuan tertentu dan
Angkutan Pariwisata dikeluarkan oleh Kementerian
Perhubungan;

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek untuk Angkutan Taksi yang wilayah kerjanya
antar Kabupaten/Kota  dikeluarkan oleh  Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan;
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Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek untuk Taksi dan Angkutan Kawasan tertentu
dalam  Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) atau Instansi yang menangani;

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus
dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan;

Izin Usaha Angkutan Umum dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota;

Persetujuan  Prinsip Angkutan Barang Khusus
dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan,;

Persetujuan Prinsip Angkutan Pariwisata dikeluarkan
oleh Kementerian Perhubungan;

Kartu Pengawasan untuk Angkutan Orang Antar Provinsi
dikeluarkan Kementerian Perhubungan,;

Kartu Pengawasan untuk Angkutan Orang Antar
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan dikeluarkan Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Selatan;

Kartu Pengawasan untuk Angkutan Orang Dalam
Kabupaten/Kota  dikeluarkan Dinas Perhubungan
Kabupaten /Kota;

Kartu Pengendalian untuk Angkutan Barang Khusus
dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan;

Kartu Pengendalian untuk Angkutan Barang Umum
dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi
Selatan;

SRUT dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan;

Buku Uji Kendaraan Bermotor dikeluarkan oleh
Pemerintah Kab/Kota;

Izin Penyelenggaraan diperpanjang per lima tahun;

Izin Penyelenggaraan mencantumkan identitas kendaraan
yang diberi izin;

Kartu Pengawasan, Kartu Pengendalian dan Buku Uji
Kendaraan Bermotor disahkan/ divalidasi per tahun.

Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang Khusus
adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang
dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk
curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup,
dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain:

8,
b.

barang yang mudah meledak;

gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau
temperatur tertentu,

cairan mudah menyala;

padatan mudah menyala;




e. bahan penghasil oksidan;
f. racun dan bahan yang mudah menular;
g. barang yang bersifat radioaktif; dan
h. barang yang bersifat korosif.
KESEPULUH : Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang Umum adalah

angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak
berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

KESEBELAS : Keputusan ini pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Juni 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

H. SUMARDI, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19680821 199103 1 010

TEMBUSAN :

Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan);

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan,;

Dirlantas Polda Sulsel;

Kepala Cabang PT Jasa Raharja Prov. Sulsel;

Sekretaris dan Para Kepala Bidang Bapenda Prov.Sulsel; dan
Para Kepala UPT Pendapatan Bapenda Prov.Sulsel.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN
SULAWESI SELATAN
NOMOR 0245/VI/TAHUN 2019

TENTANG

DAERAH

PROVINSI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI
SULAWESI SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI SULAWESI SELATAN

A. KENDARAAN BERMOTOR UMUM BARU ANGKUTAN ORANG DALAM
TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK

KASI PENETAPAN DAN KA. UPTD OPSYS KASIR
PENERIMAAN
— Menerima berkas;
— Meneliti kelengkapan dan
keabsahan:
v’ Akte Pendirian Perusahaan
Angkutan Umum
| v Rekomendasi/Persetujuan
Prinsip menjadi Angkutan
Umum dari Kemenhub
atau Dishub Prov.Sulsel;
v" SRUT,
— Menetapkan PKB dan
BBNKB
— Paraf
— Tarif PKB
Dok. Adm 1% ; Koreksi —Koreksi
N lerlllgkap & | yl— Tarif > pene;apan; | penetapan;
sal BBNKB para —Penyesuaian .
C Qe Menerima
10% di Sistem pernbsayaran
dan
melakukan
_ pencatatan
— Tarif PKB —Koreksi
Dok. Adm 1,5% ; " .
Tidak — Tarif penetapan;
—b — arl » —Cek di
lengkap / BBNKB Sistem
Tidak sah 10%




B. PAJAK ULANGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM ANGKUTAN
ORANG DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK

KASI PENETAPAN DAN

PENERIMAAN

KA. UPTD

OPSYS

KASIR

Menerima berkas;
Meneliti kelengkapan dan
keabsahan:

v" Akte Pendirian
Perusahaan Angkutan
Umum

v Izin Trayek/Izin Peny.
Angkutan Orang Dalam
Trayek;

v Izin Operasi/Izin Peny.
Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek

v Buku Uji;

v' Kartu Pengawasan

— Paraf

— Menetapkan PKB

Dok. Adm
| lengkap &
sah

Tarif PKB
1% &
Insentif 70%

y

Koreksi
penetapan;
paraf

y

Dok. Adm
Tidak
lengkap /
Tidak sah

Tarif PKB

- 1,5% tanpa

insentif

—Koreksi
penetapan;
—Penyesuaian

di Sistem

—Koreksi
penetapan,
—Cek di

Sistem

Menerima
pembayaran
dan
melakukan
pencatatan




C. KENDARAAN BERMOTOR UMUM BARU ANGKUTAN BARANG UMUM

KASI PENETAPAN DAN KA. UPTD OPSYS KASIR
PENERIMAAN
— Menerima berkas;
— Meneliti kelengkapan dan
keabsahan:
v’ Akte Pendirian Perusahaan
Angkutan Umum
— v Izin Usaha Angkutan
Umum;
v" SRUT,
— Menetapkan PKB dan
BBNKB
— Paraf
— Tarif PKB _Koreksi
Dok. Adm 1% ; Koreksi p e(::.:taspjan'
| lengkap & | o Tarif »| Penctapan; —Penyesuaian
sah BBNKB paraf di Sistem
10% Menerima
pembayaran
_ Tarif PKB : da‘} ik
Dok. Adm 1,5%: —Koreksi mels tutan
N Tidak |- Tarif penetapan; pencatatan
lengkap / BBNKB —Cek di
Tidak sah 10% Sistem
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D. PKB ULANGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM ANGKUTAN
BARANG UMUM

KASI PENETAPAN DAN

PENERIMAAN

KA. UPTD

OPSYS

KASIR

Menerima berkas;

Meneliti kelengkapan dan

keabsahan:

v’ Akte Pendirian Perusahaan
Angkutan Umum

v Izin Usaha Angkutan
Umum yang masih
berlaku;

v" Kesesuaian KB dengan
SRUT,

v Buku Uji Kendaraan yang
masih berlaku

— Paraf

v" Kartu Pengendalian
— Menetapkan PKB

Dok. Adm

|| lengkap &
sah

-

— Tarif PKB
1% ;

y

Dok. Adm
Tidak

o lengkap /

Tidak sah

— Tarif PKB
1,5% ;

Koreksi
penetapan,;
paraf

— Koreksi

y

penetapan;
—Penyesuaian
di Sistem

—Koreksi
penetapan;

—Cek di
Sistem

Menerima
pembayaran
dan
melakukan
pencatatan
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E. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UMUM BARU ANGKUTAN BARANG

KHUSUS
KASI PENETAPAN DAN KA. UPTD OPSYS KASIR
PENERIMAAN
— Menerima berkas;
— Meneliti kelengkapan dan
keabsahan:
v' Akte Pendirian Perusahaan
Angkutan Umum
—| ¥ Persetujuan Prinsip dari
Kemenhub;
v' Kesesuaian KB dengan
SRUT,
— Menetapkan PKB dan
BBNKB
— Paraf
Tarif PKB
Dok. Adm 1% ; Koreksi _Koreksi
| lengkap & Tarif » penetapan; »| penetapan;
sah BBNKB paraf —Penyesuaian Mfenedima
10% di Sistem pembayaran
dan
melakukan
g pencatatan
Tarif PKB —Koreksi
Dok. Adm 1,5%; penetapan;
| | Tidak Tarif _Cek di
lengkap / BBNKB Sistem
Tidak sah 10%
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F. PKB ULANGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM ANGKUTAN
BARANG KHUSUS

KASI PENETAPAN DAN KA. UPTD OPSYS KASIR
PENERIMAAN
— Menerima berkas;
— Meneliti kelengkapan dan
keabsahan:
v' Akte Pendirian Perusahaan
Angkutan Umum
| ¥ Izin Penyelenggaraan
Angkutan Barang Khusus;
v' SRUT,
v" Buku Uji Kendaraan;
v’ Kartu Pengendalian
— Menetapkan PKB
— Paraf
Dok. Adm — Tarif PKB Koreksi —Koreksi L1y
N lerlnlgkap & |yl 1%dan . peneftapan; »| penetapan;
» i ara — i
. Insentif : penyesuaian | || Menerima
% pembayaran
dan
melakukan
Dok. Adm _Koreksi pencatatan
—> Tidak - »|— Tarif PKB » penetapan; Ly
lengkap / 1,5%; —Cek di
Tidak sah Sistem
KEPALAYBADAN PENDAPATAN DAERAH

H. SUMARDI, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19680821 199103 1 010




